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ABSTHAK

Hukum PMidanz menpenal sdanya suvatu kesengajaan untuk membernkan akibat
hukum bagi yang melakokan kejabatan ataw pelanggaran. Pemberian sanksi pidana
direalisasikan dengan  memasukkan terpidana ke dalam Lembaps Pemasvarakatan.
Tujuannya disamping memberikan efek jera, juga pemberian pembinaan. Dalam hal ini
pemerintah telah mengeluarkan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasvarakatan vang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1995, tujuan dan
pembinaan adalah untuk memberikan pengarub langsung terhadap orang vang dikenai
pidana dari penjatuban pidana tersebut. Berdasarkan hal diatas. penulis melihat adanya
permasalaban vakni terkail dengan pelaksanaan pembinzan narapidana. kendala — kendala
vang ditemui dalam pelaksanaan pembinasn, dan penparuh sistern pembinaan terhadap
pencegahan tefjadinya pengulangan tindak pidana { recidive ). Untuk dapat mengetaho
dan menganalisa masalah ini, penulis melakukan suatu penelitian vang bersifat empiris
| sosiologis 1 denpan pendekatan yuridis vang bersifat deskriptif, artinya pendekatan
masalah melaiui penelitian hukum dengan melihat norma hukum atau efektivitas hukom
vang berlake dan dibubungkan depgen fakia yang ditermukan dalam penelitian. Penulis
melakukan penelitian pada Lembaga Pemasvarakatan Klas [I A Padang untuk memperoleh
data — data yang mendukung dalam rangka menganalisa permasalaban diatas. Data — data
vang penulis peroleh adalah berupa dekumen, bahan — bahan hukum, macpun hasil
wawaneara dengan petugas LAPAS dan dengan warga binaan, yang mana kemudian diolah
melalui proses editing dan dianalisa secara kupalitatif, Dan hasil penelitian penulis dapat
mengetahui bahwa pembinaan terhadap narapidana yang dalam pelaksanaannya dikenal
denpan proses pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan vang integral scria
berkesinambungan. Narapidana diberi bekal kemampuan mental, fisik, keahlian, dan
keterampilan dalam rangka mencapai tujuan vaitu mengembalikan narapidana ke tengah —
rengah masvarakat. Dengan berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Momor 31 Tahun
1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ditetapkan
program — program vang menitikberatkan kepada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan
dan pembimbingan, Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas [T A Padang warga binaan
diberikan pembinaan diantaranya pendidikan umum dan agama. olahmga,  Kursus
Leterampilan, yang mana semuanya lergantung pada sarana dan prasarana penunjang yang
dimiliki. Dalam pelaksansan pembinazn tersebut masth dijumpas kendala — kendala yang
dapat mempengaruhi proses pembinaan seperti kendala vang datang dari narapidana,
pefugas, dari sepi sarana dan prasarang, sertd dar sepi anggaran. Pada dosarnyva Sistem
Pemasvarakatan  sebagai  sistem  pembinaan terhadap warga binaan dapst member
penparuh  berarti terkait deopan pencepahan terjadinva  pengulangan tndak pidana
| recidive ), akan tetapi bal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih
adanva permasalahan — permasalaban dalam pelaksanaannya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehelum tahun 1964 tujuan pokok pidena penjara bagi para narapidana di penjara
adalah untuk menemukan susty sistemn perlakuan terhadap narapidana vang pada suatu sisi
adalah pemindahan bagi pelaku kejahatan dengan merampas kemerdekaan mercka uniuk
sementars wakly dengan maksud supava parz pelaku kejahatan tersebut menjadi jera. Dan
disisi lain adalah mengembalikan para narapidana ketengah masyarakat sebagai wargs negars
vang lebih baik dari pada sebelum dimasukkan ke penjara. Dalam hal ini yang penting bukan
pidana atau tindakan, yang lebib utama adalah perlakuan sesudahnya vang akan menentukan
apakah narapidana tersebut akan menjadi lebih batk atau tidak.

Sistem pemenjaraan vang sangal menekankan pada unsur halas dendam dan penjerzan
vang disertai dengan lembaga rumah penjarz secara perlahan [ahan dirasakan Llidak
sejalan  dengan fungsi pemidenaan yang menitikberatkan pada usaha rchabilitasi dan
reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi  berkehendak  untuk
melakukan  tindak pidana  serta bertanggung  jawab pada diri sendiri, keluarga dan
lingkungannya.

Bertolak dari situasi tersebur, maka sejak tahun 1964 sistem pembinasn bagi
narapidana dan anak pidana sudah herubah secara mendasar yaiiu dari Sistem Kepenjaruan
menjadi  Sistem Pemasvarakatan dan institusinya yang semula disebut Rumah Penjara
berubah menjadi Lembaga Pemasvarakatzn berdasarkan Surat Instruksi kepale Dirckiorat

Pemasyvarakatan No. LH.G8 7 506 tanggal 17 Juni 1964,



Schubunpan denpan munculnva konsep pemasyarakatan sebagm wyuan dan pidana
penjara, tidak dapat dipisshkan dari pemikiran Sahardjo vang mengemukakan gagasan Sistem
Pemasyarakatan schagai tujuan dan pidana penjara. Konsep tersebul disampaikan melaloi
pidatonya vang berjudul ¥ Pohon Beringin Pengayoman * pada tanggal 5 Juli 1963 sewaktu
penerimaan gelar Doktor Honeris Causa dori Universitas Indonesia.

Palam pidato tersebut Sahardjo menvatakan babwa

* Disamping menimbulkan rasa derta pads terpidana karena dihilangkannya
kemerdekaan bergerak, membimbing lemidana apar bertobat, mendidik supaya in
menjadi seorang angepota masyarakat Indonesia vang herguna, Dengan singkat
tujuan pidana penjars ialah pemasyarakatan =

Pokok — pokeok pikiran Sahardjo tersebut lalu dijadiken prinsip — prinsip pokok dari
konsepsi pemasyarakatan, Schingga bukan lagi semata — mala sebagai tujuan dad pidana
penjara, melainkan merupakan sistern pembinaan narspidana, Dalam Konferenst Direkloral
Pemasvarakatan periama di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 direomuskan letuh
lanjut sebagai berikut :

I, Orang — orang yang sesat diayomi dengan memberikan bekal hidup schagai wargs

vang baik dan berguna dalam masyerakat, Yakni masyarakat Indonesia yang

menuju masvarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
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Menjatuhkan pidana bukan tindakan bales dendam  dari negara. Terhadap

narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa  tindakan, veapan . cars

| A, Widiada Gunzkava 5. A, Sefaral Don Konsepsi Pemasvarakaton , Armico, Bandung, 1988, Hln, 59
Dikutip [ari Bidato Sahardje, 5.H. Yang Berjudul Pobor Beringin Perpaveman Tangiad 5 Juli 1963,
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PENUTUP

A, Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang akan penulis kemukakan dalam skeipsi ini adalah sebagpsi

berikut

Pelaksanaan  Sistern Pemasyarskaten  dilakukan  berdosarkan pendekatan vang
bersendikan pada kekuatan — kekuatan vang ada di tengah — tenpah masyarakat, selain
narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinsan, dan petugas Lembug
Pemasyarakatan sehagai pembing. Jadi dapar dikatakan subjek yang berperan dalom
Sistem Pemasyarakatan dalah si narapidana, petugas Lembaps Pemasyarakatan, Jan
masyarakat. Selain ilu yang I-.:F::ih diutamakan dalam pelaksansan Pemasyarakatan
sebagai sistem pembinaan adalah kesadarsn narapidana untuk mengikuti segenap
rangkaian proses pembinaan vang telah ditetapkan. Sistem Pemasyvarakatan dengan
Segenap program — program pembinsan yang diteraphan, pada dasarnya mengupavikan
agar warga binaan dapat memperbaiki diri, sehingga kelak dapat diterima kembali aleh
lingkungan masyarakat dengan tidak mengulangi lindak pidana lagi.

Dalam pelaksanaan Sistemn Pemasyarakotan masih ditemui persoalan — persoalan vang
dapat dirasakan sebagai hambatan, diantaranya fakeor kesadsran parapidana, Kekurangan
petugas dari segi kuantitas, fsktor pandangan masyarakal terhadap narapidana, kelehihan
penghuni { over capacity ), dun kelerbatasan anggaran,

Sistem Pemasyarokatan yang jups mervpakan sarama untuk membing para pelaku

kejahatan [ narapidana ), pads hakekatnya melaui pembingan yvang dilskukan diharapkan
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